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ABSTRAK 

  

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  

PERBUATAN PUNGUTAN LIAR PADA  

BIDANG PENDIDIKAN   
(Studi  Penelitian Di  Sma  Negeri 2 Medan) 

 

 

Oleh: 

 

S    a    u    t  * 

Sumarno, SH., M.H.** 

Ismaidar, S.H., M.H.** 

 

 

Pendanaan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah 

Kejuruan, Sekolah Luar Biasa dapat bersumber dari dana Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, dan Masyarakat. Pungutan ini  digunakan untuk menutupi kekurangan 

pendanaan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan.  

Penelitian ini adalah  penelitian yuridis empiris. Penelitian ini bersifat 

penelitian deskriptif untuk memberikan data terutama  di  SMA Negeri 2 di Medan. 

Pungutan dalam bentuk SPP dari masyarakat dituangkan dalam perencanaan, 

yaitu Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), 

Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang  ditetapkan dengan prinsip 

musyawarah mufakat, akuntabilitas, keadilan, kecukupan, dan keterbukaan dalam 

rapat bersama orangtua/wali, dewan Guru, dan Komite Sekolah, selanjutnya disahkan 

oleh Kepala Dinas atau pejabat yang berwenang. Bila pungutan tidak masuk dalam 

perencanaan sekolah, maka pungutan itu disbut menjadi pungutan liar. 

Pertanggungjawaban Pidana bagi oknum yang mengadakan pungutan liar di 

sekolah akan diberikan sanksi yang diatur dalam pasal 419 ayat (1) KUHP dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

 

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pungutan dan Pungutan Liar pada Bidang 

Pendidikan 

 

   
*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca 

Budi, Medan 

**Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, 

Medan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan sangat berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa 

sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea keempat, yang berbunyi 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial.1 

Pemerintah melindungi dan menjamin setiap warga negara Indonesia dalam 

memperoleh hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28C 

ayat (1), setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya 

dan demi kesejahteraan umat manusia; Pasal 28D ayat (3) setiap orang berhak 

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (UUD 1945).

                                                             
1Franciscus Xaverius Wartoyo. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dalam Penyelenggaraan 

Pendidikan Nasional. Jurnal Yustisia. Vol. 5 No. 1 Januari – April 2016, hlm 217 



 
 

2 
 

Pendidikan selain sebagai suatu pembentuk watak atau kepribadian juga 

mempersiapkan sumber daya manusia yang handal serta dapat dipertanggung 

jawabkan. Pendidikan berpengaruh terhadap kehidupan suatu bangsa untuk masuk 

dan memperoleh dampak-dampak yang ditimbulkan arus globalisasi tersebut. 

Dampak yang ditimbulkan arus globalisasi tersebut telah melanda di bidang 

kehidupan masyarakat bangsa Indonesia pada khususnya, baik bidang sosial, politik, 

ekonomi, budaya maupun bidang pendidikan. Dewasa ini, pendidikan disadari atau 

tidak terjadi arus kapitalisasi yang kerap disebut komersialisasi pendidikan.2 

Tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem 

pendidikan nasional dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 

Tahun 2003 diatur dalam beberapa pasal, yakni Pasal 5 ayat (1) “setiap warga negara 

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. ”Pasal 6 

ayat (1) “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun 

wajib mengikuti pendidikan dasar. ”Pasal 11 ayat (1) “Pemerintah dan pemerintah 

daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya 

pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. ”Pasal 11 ayat 

(2) “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya anggaran guna 

terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai 

dengan lima belas tahun. ”Pasal 34 ayat (2) “Pemerintah dan pemerintah daerah 

menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar 

tanpa memungut biaya. ” Pasal 49 ayat (1) “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan 

                                                             
2Asmirawanti, Komersialisasi Pendidikan, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Volume 

IV No. 2 November 2016, hlm 174 – 175 



 
 

 

 3 

biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBN),” ayat (2) “Gaji guru dan dosen yang 

diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja 

negara.”3 

Standar Nasional Pendidikan sebagai kriteria minimal dalam sistem nasional 

pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, 

bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar 

Nasional Pendidikan berfungsi sebagai acuan dalam perencanaan, terarah dan 

berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan baik lokal, nasional, maupun global. 

Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dengan mengacu 8 Standar 

Nasional Pendidikan perlu dilakukan evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. 4  Untuk 

pendanaan pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sama-sama 

bertanggung jawab. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mencanangkan wajib 

belajar pendidikan dasar 9 tahun sebagai wujud tanggung jawab pemerintah. Namun 

dukungan dan partisipasi pendidikan juga diperlukan dari semua pihak baik swasta, 

pemerintah, maupun masyarakat. 5  Biaya pendidikan termasuk biaya personil bagi 

                                                             
3Franciscus Xaverius Wartoyo, Op.Cit.,hlm 220 
4 Meni Handayani, Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil, Jurnal 

Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 1, Nomor 2, Agustus 2016, hlm 181  
5Sitta Aulia. Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 

Tahun Di Kota Surabaya Pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan). Jurnal Politik Muda, Vol 

2 No.1, Januari – Maret 2012, hlm, 213 
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masyarakat dari kelas ekonomi bawah sulit mendapatkan akses pendidikan yang lebih 

bermutu. Partisipasi ini tentu dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan pendidikan, 

salah satu diantaranya besarnya jumlah lulusan sekolah yang dapat diserap oleh 

sektor industri. Pendidikan tidak hanya untuk menjadikan manusia melek sosial, 

tetapi jauh lebih penting untuk mengembangkan intelektual yang ada pada siswa.6 

Pembiayaan pendidikan saat ini masih mengalami permasalahan terutama 

terkait dengan ketersediaan jumlah dana yang memadai untuk penyelenggaraan 

pendidikan yang bermutu. Kondisi ini mendesak pemerintah daerah selaku penerima 

mandat otonomi daerah untuk segera melakukan penyusunan rencana pembangunan 

pendidikan secara terprogram dan berkelanjutan dalam kaitannya dengan penetapan 

besaran dana sumbangan pendidikan (DSP). Berpedoman pada prioritas 

pembangunan di Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung 

pendidikan universal pada jenjang sekolah menengah atas diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013. 

Alokasi pembiayaan pembangunan bidang pendidikan lebih difokuskan untuk 

peningkatan mutu pendidikan, dan untuk penurunan komponen biaya terutama 

personil harus ditanggung orangtua murid untuk membiayai siswa sampai menutupi 

kekurangan pembiayaan.  

Pungutan liar dewasa ini mendapatkan sorotan tajam di tengah-tengah 

masyarakat.7 Pungutan liar jelas suatu pelanggaran yang tidak sesuai dengan norma 

                                                             
6Ibid., hlm 175 
7 Johan Rahmatulloh. Legalitas Kewenangan Penyelenggara Pendidikan dalam Menarik 

Pungutan di Satuan Pendidikan Dasar.Jurnal integritas. Volume 3 Nomor 2 Desember 2017, hlm 139 
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hukum dan merupakan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan suatu penyakit 

yang harus mendapatkan perlawanan secara masif atau bersama-sama. Kejahatan 

korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) banyak merusak sistem 

tatanan kehidupan baik sosial, ekonomi, politik. Kejahatan luar biasa ini juga telah 

merasuki ke dalam pendidikan di negeri ini.8 

Besarnya bantuan operasional standar (BOS) yang diterima sekolah tidak dapat 

menjamin kebutuhan sekolah terpenuhi. Bagi sekolah swasta, kebutuhan sekolah 

mungkin dapat diatasi dengan iuran siswa namun tidak demikian dengan sekolah 

negeri. Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, bagi sekolah yang diselenggarakan 

pemerintah daerah diperkenankan melakukan pungutan terhadap siswa.  

Sekolah swasta maupun negeri membutuhkan strategi perencanaan pembiayaan 

yang tepat untuk mempertahankan bahkan meningkatkan mutu sekolah.9 SMA Negeri 

melakukan pungutan berupa uang sekolah atau sumbangan pengembangan 

pendidikan. Pungutan tersebut biasanya dilaksanakan setelah siswa diterima di 

sekolah atau setelah mendaftar ulang seusai proses penerimaan siswa baru.10 

Peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pembiayaan 

pendidikan, antara lain UUD 1945 Perubahan Keempat, UU Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, PP Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, 

                                                             
8Ibid 
9Ririn Tius Eka Margareta. Strategi Perencanaan Pembiayaan Sekolah dalam Peningkatan Mutu 

di SMP Negeri.Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2017,                

hlm 197 – 198 
10Hasil wawancara dengan Ka.SMA Negeri 2 Medan  
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(PP SNP) Pasal 62 disebutkan : Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, 

biaya operasi, dan biaya personal, Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, 

pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus 

dikeluarkan oleh peserta didik untuk biaya mengikuti proses pembelajaran secara 

teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud 

pada Ayat (1) meliputi : Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala 

tunjangan yang melekat pada gaji. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan 

biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, 

pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, 

asuransi, dan lain sebagaina. Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan 

dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP). Selain itu, ada beberapa peraturan lainnya yang juga berkaitan dengan 

pembiayaan pendidikan, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, 

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih 

Pungutan Liar, Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang 

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan 
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Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Permendiknas Nomor 69 

tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia. Permendikbud Nomor 60 

Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan 

Sekolah Menengah Pertama. Dan Permendikbud Nomor 161 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah Tahun 2015.  

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 

Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Pasal 16 ayat (1) 

menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang sudah 

mencanangkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dibebankan kepada Pemerintah 

Daerah dan bagi daerah yang belum mencanangkan wajib belajar 12 (dua belas) 

tahun biaya pendidikan dibebankan kepada peserta didik atau orangtua/wali. 

Peraturan Daerah Sumatera Utara, Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan, Pasal 62 (1) menyatakan bahwa peserta didik berkewajiban mengikuti 

proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi 

norma dan etika akademik, dan Surat Edaran Mendikbud, Nomor 82954/ A. 

A4/Hk/201, tanggal 22 Desember 2017 tentang Penjelasan Larangan Pungutan di 

SMA/SMK/SLB Negeri.  

Banyak permasalahan pendidikan yang masih terus menjadi catatan untuk 

dilakukan perbaikan, seperti kurikulum pembelajaran, pelaksanaan ujian nasional, 

kekurangan gedung belajar sehingga perlu didukung pungutan yang sumbernya dari 

peserta didik atau orangtua/wali siswa. Apalagi pungutan untuk jenjang SMA, SMK, 
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dan SLB negeri dibenarkan selama tidak dalam bentuk pungutan liar. Pungutan yang 

sah kepada orangtua/wali adalah pungutan yang lebih dahulu dimusyawarahkan dan 

dituangkan pada perencanaan Sekolah, yakni dalam rencana kerja jangka menengah 

(RJKM) 4 tahunan, rencana kerja tahunan (RKT), dan rencana kerja anggaran sekolah 

(RKAS). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan 

Menengah menjelaskan bahwa Rencana Kerja Jangka Menengah yang selanjutnya 

disingkat (RKJM) adalah gambaran dari tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 

empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan 

komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan dengan mengacu pada delapan 

standar nasional pendidikan. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat 

(RKT) adalah penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan 

yang meliputi masa 4 (empat) tahun dijadikan dasar pengelolaan sekolah/madrasah yang 

ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.  

Sedangkan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat 

(RKAS) adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan sekolah satu 

tahun ke depan yang disusun berdasarkan rencana kerja sekolah untuk mengatasi 

kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan menuju 

terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.  

Selanjutnya, Tata cara penerimaan pungutan yang berasal dari orangtua/wali 

peserta didik dilaksanakan dengan ketentuan. Satuan pendidikan menyusun RJKM 4 

Tahunan, RKT, dan RKAS Satuan pendidikan menyusun RKAS yang selanjutnya 
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dibahas dalam rapat komite bersama perwakilan orangtua/wali peserta didik. Satuan 

pendidikan melaksanakan sosialisasi RKAS kepada orangtua/wali peserta didik dan 

masyarakat. Berdasarkan tahapan pungutan tersebut, ditetapkan pungutan orangtua/wali 

peserta didik hanya satu kali setiap tahun pelajaran. Satuan Pendidikan wajib 

membebaskan pungutan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin. 

Pemberian pungutan tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk 

penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta 

didik dari satuan pendidikan. Pungutan oleh satuan pendidikan wajib dicatat/dibukukan 

dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.   

Berbagai permasalahan di dunia pendidikan tersebut di atas, penulis hanya 

membatasi terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pungutan 

liar pada bidang pendidikan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di 

atas, maka dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul 

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perbuatan Pungutan Liar pada Bidang 

Pendidikan (Studi Penelitian di SMA Negeri 2 Medan).  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 

masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah hak pengaturan pungutan pada bidang pendidikan dilihat dari 

peraturan yang berlaku?  
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2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pungutan liar di 

sekolah? 

3. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan dalam pendanaan pendidikan 

di SMA Negeri 2 Medan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui hak pengaturan pungutan pada bidang pendidikan dilihat 

dari peraturan yang berlaku.  

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pungutan 

liar di sekolah.  

3. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan dalam 

pendanaan pendidikan di SMA Negeri 2 Medan.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat bersifat 

akademik, bersifat teoritis dan bersifat praktis.  

1. Manfaat Akademik 

Secara akademik merupakan syarat dan tugas dalam menyelesaikan Pendidikan 

Sarjana Hukum di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum 

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.  
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2. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang 

lebih konkrit. Kemudian dari hasil penelitian ini manfaat yang diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu 

pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang 

berkaitan dengan penerapan sanksi tindak pidana terhadap pelaku pungutan liar 

di SMA Negeri.  

3. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan 

kepada masyarakat, instansi pemerintahan dan/atau aparatur penegak hukum, 

praktisi hukum dalam penerapan sanksi tindak pidana terhadap pelaku pungutan 

liar di SMA Negeri.  

 

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan di Fakultas Hukum Universitas 

Pembangunan Pancabudi Medan dan Fakultas Hukum yang ada di Indonesia tidak 

ditemukan judul Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perbuatan Pungutan Liar Pada 

Bidang Pendidikan (Studi Penelitian Di SMA Negeri 2 Medan), namun ada beberapa 

penelitian yang terkait dengan pungutan antara lain: 

1. Rusmilawati Windari (2006) Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul 

penelitian Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Di 

Bidang Pendidikan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini : Jenis-jenis tindak 

pidana apakah yang biasa terjadi di dunia pendidikan dewasa ini. Kebijakan hukum 



 
 

 

 12 

pidana Indonesia dalam rangka penanggulangan tindak pidana pendidikan selama 

ini. Kebijakan hukum pidana yang akan datang dalam upaya penanggulangan 

tindak pidana pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis-jenis tindak 

pidana di bidang pendidikan dapat diidentifikasi 11 klasifikasi tindak pidana secara 

umum, dan 5 (lima) klasifikasi tindak pidana yang dilakukan guru dalam 

melaksanakan tugas/profesinya. Kebijakan hukum pidana saat ini yang digunakan 

terhadap tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya. 

Kebijakan hukum pidana yang akan datang diarahkan pada 3 (tiga) pilar dalam 

hukum pidana. Pilar pertama, tindak pidananya difokuskan pada sifat melawan 

hukum perbuatan yang dititikberatkan pada “tuchtrecht” sebagai alasan pembenar. 

Pilar kedua, pertanggungjawaban pidana, dimungkinkan perlunya upaya 

pemberian maaf hakim terhadap pelaku guru dengan alasan kemanusiaan dan 

keadilan. Pilar ketiga, Pemilihan sanksi didasarkan pada ide fleksibilitas atau 

modifikasi, dengan penerapan ide double track system, meliputi sanksi tindakan 

dan sanksi pidana, dan dengan memungkinkan adanya upaya-upaya meringankan 

dan memperberat sanksi pidana demi alasan-alasan tertentu yang rasional, Nuruz 

Zaman (2011).  

2. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul penelitian Sanksi Pidana Pungli 

oleh Pihak Sekolah (Suatu Tinjauan hukum Positif dan Hukum Pidana Islam). 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :  

a. Perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang 

punggutan liar di sekolah  
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b. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pungutan liar di sekolah menurut hukum 

pidana positif dan hukum pidana Islam.  

c. Perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam 

tentang pungutan liar di sekolah.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pungutan liar di sekolah ini dalam 

hukum positif adalah kejahatan jabatanyang mana telah dijelaskan dalam pasal 418 

KUHP, yang mana pungutan liar di sekolah ini telah memenuhi unsur-unsur yang 

terdapat dalam pasal tersebut, yaitu pegawai negeri menerima hadiah atau janji 

karena kekuasaan atau kewenangan dan berhubungan dengan jabatannya. Sanksi 

pidana pungutan liar di sekolah dalam hukum positif adalah yang telah dijelaskan 

dalam pasal 419 ayat (1) KUHP, yaitu 5 tahun penjara. Selain itu, ada juga hukuman 

lain seperti yang tertera dalam PP Nomor 30 tahun 1980 Pasal 6 ayat (1), (2), (3), dan 

(4). Sanksi pidana pungutan liar di sekolah adalah human takzir berupa pemecatan.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah 

asli yang didukung dengan buku-buku referensi, jurnal, artikel dan karya ilmiah 

lainya serta didukung studi lapangan ke SMA Negeri 2 di Medan. 

 

F. Tinjauan Pustaka 

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah stafbaarfeit dan dalam 

kepustakaan tentang hukum pidana seiring mempergunakan istilah delik, sedangkan 

pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah 

peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Perkataan feit itu sendiri di 
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dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau een gedeelse van de 

werkelijkheid, sedangkan straf baar berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan 

strafbaar feir itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat 

dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan diketahui bahwa yang 

dapat dihukum itu sendiri sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan 

kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang 

mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk 

dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak 

pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam 

lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan yang bersifat ilmiah 

dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai 

sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.11 Tindak pidana adalah kelakuan manusia 

yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan 

dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan 

mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai 

kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan 

dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan 

yang dilakukan.12 

 

 

                                                             
11Ibid 
12Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia 

Jakarta. 2001. hlm. 22 
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Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar tertentu, yaitu sebagai berikut: 

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat dalam 

buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku III. 

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (formeel 

delicten) dan tindak pidana materiil (materieel delicten).  

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (doleus 

delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpose delicten).  

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana pidana 

aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta commissionis) dan 

tindak pidana pasif atau negatif, disebut juga tindak pidana omisi (delicta 

omissionis).  

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak 

pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau 

berlangsung terus.  

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak 

pidana khusus.  

7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana 

communia (delicta communia) yang dapat dilakukan siapa saja, dan tindak pidana 

(propria) dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.  

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan 

antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana aduan (klacht 

delicten).  
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9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan 

antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten), tindak pidana yang 

diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak pidana yang diperingan 

(gepriviligieerde delicten).  

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak 

terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti 

tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana 

pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain 

sebagainya.  

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara 

tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan tindak pidana 

berangkai(samengestelde dlicten).13 

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan 

een doen atau een niet doen atau dapat merupakan hal melakukan sesuatu ataupun hal 

tidak melakukan sesuatu, yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai 

een natulen yang juga berarti hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-

undang, akan tetapi strafbaar felt itu oleh Hoge Raad juga pernah diartikan bukan 

sebagai suatu tindakan melainkan sebagai suatu peristiwa atau sebagai suatu keadaan, 

yaitu seperti yang bisa dibaca dari arrest-nya tunggal 19 November 1928, N. J. 1928 

halaman 1671, W. 11915, dimana Hoge Raad telah menjumpai sejumlah tindak pidana 

di bidang perpajakan yang terdiri dari peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan di 

                                                             
13Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, 

hlm. 69. 
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mana seseorang itu harus mempertanggung-jawabkan atas timbulnya peristiwa-peristiwa 

atau keadaan-keadaan tersebut tanpa melakukan sesuatu kealpaan atau tanpa adanya orang 

lain yang telah melakukan sesuatu kealpaan, hingga harus dipertanggungjawabkan 

menurut hukum pidana.  

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat 

dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam 

unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat 

pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya, 

yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan unsur objektif adalah 

unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan 

dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana 

itu adalah:  

1. Kewenangan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)  

2. Maksud atau voernemen pada suatu percobaan atau paging seperti yang 

dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.  

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di 

dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan 

lain sebagainya.  

4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte naad seperti yang misalnya 

yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.  
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5. Perasaan takut atau uress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan 

tindak pidana menurut KUHPPasal 308 KUHP.14 

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah: 

a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtejkheid.  

b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di 

dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai 

pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan 

menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu 

tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.15 

Unsur-unsur dari tindak pidana tersebut harus ada diluar diri sipelaku dan 

dapat dibuktikan melekat kepada seseorang yang diduga melakukan tindak 

pidana. Karena hal tersebut selain dapat menentukan dijatuhkan atau tidaknya 

hukuman kepada pelaku, juga menentukan beratringannya hukuman yang akan 

dijatuhkan. Van Bammelen telah menggunakan perkataan “unsur” sebagai nama 

kumpulan bagi apa yang disebut bestanddeel dan element yang dimaksud dengan 

bestanddel van het delict oleh van Bammelen adalah bagian-bagian yang terdapat di 

dalam rumusan delik. Sedangkan yang dimaksud dengan elemen van het delict 

adalah ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik melainkan 

di dalam buku ke 1 KUHP atau dapat dijumpai sebagai asas-asas yang juga 

harus diperhatikan oleh hakim, yang terdiri dari berbagai elemen. Menurut Van 

                                                             
14Ibid. 
15Ibid., hlm 192-193 
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Bemmelen Elemen sebagaimana dikutip Bambang Poernomo yang dimaksud 

adalah: 

1. Hal dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan atau sesuatu akibat 

terhadap pelakunya.  

2. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia 

lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan; 

3. Hal yang dapat dipersalahkannya sesuatu tindakan atau suatu akibat kepada 

seseorang. Oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau 

telah ia timbulkan berdasarkan unsur kesengajaan atau unsur 

ketidaksengajaan;  

4. Sifatnya yang melanggar hukum.  

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis 

empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian permasalahan mengenai hal-

hal yang bersifat yuridis dan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil 

penelitian dengan mengacu kepada pola pola perilaku masyarakat yang nyata di 

lapangan.16 

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan 

untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-

gejala lainnya. Maksudnya, penelitian ini adalah untuk mempertegas hipotesa-

                                                             
16Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105 
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hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam 

kerangka menyusun teori.17 Penelitian deskriptif tersebut menggambarkan peraturan 

yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik 

pelaksanaan hukum positif yang menyangkut pertanggungjawaban pidana terhadap 

perbuatan pungutan liar pada bidang pendidikan di SMA Negeri 2 di Medan.  

 

2. Sumber data 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data primer 

dan data sekunder. Data primer didapat dengan melihat dan meneliti 

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perbuatan Pungutan Liar pada Bidang 

Pendidikan pada SMA Negeri 2 di Medan, serta dengan melalui hasil wawancara 

dengan informan yang terlibat langsung dengan pertanggungjawaban pidana terhadap 

perbuatan pungutan liar pada bidang pendidikan pada SMA Negeri 2 di Medan. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari:  

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum berupaa peraturan perundang-

undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan 

permasalahan, yaitu:  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Perubahan Keempat.  

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional.  

                                                             
17Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pers, Jakarta, 2014, hlm. 41. 
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3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Pidana.  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan.  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan.  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 

Pendidikan.  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan.  

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal.  

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.  

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu 

Bersih Pungutan Liar.  

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang 

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.  

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 

tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan 

Pendidikan Dasar.  
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13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 

tentang Komite Sekolah.  

14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal 

Pendidikan.  

15. Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan.  

16. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 82954/A. 

A4/Hk/201, Tanggal 22 Desember 2017, tentang Penjelasan Larangan 

Pungutan di SMA/SMK. 

Bahan hukum sekunder yaitu semua bahan hukum yang merupakan publikasi 

dokumen tidak resmi seperti pendapat para ahli, karya ilmiah, jurnal dan penelitian 

terdahulu berkaitan dengan judul skripsi ini. 18  Bahan hukumtertier yaitu berupa 

petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.19 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini studi pustaka (library reseach). 

Studi ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, memahami dan 

mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku, dan 

peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Selain itu, teknik 

                                                             
18 Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, 

hlm 141 
19 Zainudin Ali., Op.Cit., hlm 224 
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pengumpulan data juga berupa studi lapangan (field research) dengan alat 

pengumpulan data berupa wawancara kepada informan yang berasal dari SMA 

Negeri 2 Medan. Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui 

pembicaraan secara langsung atau lisan untuk mendapatkan jawaban, tanggapan serta 

informasi yang diperlukan. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, pengumpulan 

data dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain: 

i. Studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan ini dilakukan untuk 

mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-

hasil permikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.20 

ii. Studi lapangan (field research). Pedoman pengumpulan data selain secara 

pengamatan dapat diperoleh dengan mengadakan wawancara informasi 

diperoleh langsung dari informan, dalam hal ini mewawancarai dengan cara 

tatap muka. Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tatap muka antara pewawancara dengan 

responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. 

Sehingga penelitian ini berusaha menggali informasi dari narasumber yang 

berkaitan dengan penelitian ini.21 Wawancara dilakukan kepada Kepala Sekolah 

dan Komite Sekolah SMA Negeri 2 Medan.  

 

4.  Analisis data 

                                                             
20 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 

100 
21 Abdurrozaq Hasibuan, Metode Penelitian, Multi Grafika Medan, Medan, 2003, hlm 53 
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Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis secara 

kualitatif. Kegiatan ini diharapkan akan dapat mempermudah penulisan dalam 

menganalisa permasalahan yang diajukan, menafsirkan dan kemudian menarik 

kesimpulan. 22 

Data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan 

metode kualitatif, data yang diperoleh dari bahan hukum yang berasal dari peraturan 

perundang-undangan di bidang pungutan pada bidang pendidikan untuk memperoleh 

gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pungutan liar 

pada bidang pendidikan pada SMA Negeri 2 di Medan dengan terlebih dahulu 

diklasifikasikan, kemudian ditafsirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Kemudian membuat klasifikasi dari data sehingga akan menghasilkan klasifikasi 

sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang 

dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis 

pula, semua data diseleksi, ditulis secara analisis, sehingga dapat memberikan 

kesimpulan dan saran pada pokok permasalahan yang ditelaah sebagai solusi yang 

diungkapkan secara deduktif.  

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah memuat uraian dan penjelasan singkat mengenai 

keseluruhan pembahasan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab 

terakhir. Agar tersusun secara sistematis dan tidak terjadi tumpang tindih dalam 

pembahasan, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut: 

                                                             
22Ibid 
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Bab I, Pendahuluan, menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan 

Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

Bab II, Hak Pengaturan Pungutan pada Bidang Pendidikan Dilihat dari Peraturan 

yang Berlaku, bab ini berisikan Pungutan pada Bidang Pendidikan. Jenis-

jenis Pungutan pada Bidang Pendidikan, dan  

Bab III, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perbuatan Pungutan Liar di Sekolah. 

Bab ini berisikan Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Pungutan Liar 

di Sekolah 

Bab IV, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pungutan dalam Pendanaan Pendidikan 

Di SMA Negeri 2 Medan. Bab ini berisikan Faktor Pendukung Kebijakan 

Pungutan di SMA Negeri 2 Medan. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya 

Pungutan dalam Pendanaan Pendidikan Di SMA Negeri 2 Medan. Upaya 

Penanggulangan Pungutan Liar oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera 

Utara.  

Bab V, Penutup berisi, Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan bab terakhir dari 

isi skripsi ini. Pada bagian ini, dikemukakan kesimpulan dan saran yang 

didapat sewaktu mengerjakan skripsi ini mulai dari awal hingga pada 

akhirnya. 
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BAB ІІ 

HAK PENGATURAN PUNGUTAN PADA BІDANG PENDІDІKAN 

DІLІHAT DARІ PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

YANG BERLAKU 

 

A. Pungutan pada Bіdang Pendіdіkan 

Pungutan uang dі sekolah setіap tahun ajaran baru mengakіbatkan orangtua 

harus mempersіapkan dana pendіdіkan yang tіdak sedіkіt. Posko bersama yang 

dіbentuk Іndonesіa Corruptіon Watch (ІCW) dan Ombudsman RІ telah menerіma 112 

laporan kasus pelanggaran Penerіmaan Peserta Dіdіk Baru (PPDB) darі seluruh tanah 

aіr. Menurut Koordіnator Dіvіsі Monіtorіng Pelayanan Publіk ІCW, Febrі Hendrі, 

sebanyak 112 kasus yang dіlaporkan masyarakat іtu muncul darі 108 sekolah dі 

berbagaі jenjang. Dі antara kasus tersebut, kasus yang banyak terjadі adalah pungutan 

pada saat PPDB (60 kasus), kekacauan proses PPDB (18 kasus), pungutan daftar 

ulang (10 kasus), pungutan sekolah (10 kasus), penahanan іjazah (8 kasus), jual belі 

bangku (3 kasus) dan іntervensі proses PPDB (1 kasus). Darі data ІCW pula 

dіketahuі nіlaі pungutan rata rata dі tіngkat sekolah dasar dan Madrasah Іbtіdaіyah 

berkіsar pada nomіnal Rp. 1,3 juta. Sedangkan dі tіngkat sekolah menengah pertama 

dan madrasah tsanawіyah bernіlaі Rp. 2 juta. 23Dana dalam bentuk uang merupakan 

іnstrumen pentіng dalam memenuhі kebutuhan dalam setіap pelaksanaan atau   

                                                             
23 Elga Andina, Pungutan Uang Buku di Sekolah Dasar Negeri, Jurnal Kesejahteraan Sosial, 

Vol. IV, No. 15/I/P3DI/Agustus/2012, hlm 9 
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penyelenggaraan proses belajar mengajar. Sebab, uang merupakan bagіan darі 

sіstem pendіdіkan nasіonal yang besar pengaruhnya untuk kemajuan pendіdіkan. 

Secara harfіah, sіstem adalah satu kesatuan komponen yang salіng berkaіtan atau 

berhubungan dan salіng memengaruhі untuk mencapaі suatu tujuan tertentu. 

Artіnya, apabіla satu komponen tіdak berjalan atau tіdak berfungsі maka akan 

memengaruhі komponen yang laіnnya.24 

Pendanaan sekolah yang dіperoleh darі pungutan tersebut dapat dіtelusurі 

dalam Peraturan Pemerіntah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 

Pendіdіkan. Dіtegaskan dalam Pasal 2 yaknі : “Pendanaan pendіdіkan menjadі 

tanggung jawab bersama antara pemerіntah, pemerіntah daerah, dan masyarakat”. 

Selanjutnya, ayat (2) menyebutkan yang dіmaksud masyarakat adalah “peserta 

dіdіk, orangtua atau walі peserta dіdіk”. Selanjutnya, dalam Pasal 51 Peraturan 

Pemerіntah Nomor 48 Tahun 2008 tegas dіsebutkan bahwa sumber pendanaan 

sekolah adalah sebagaі berіkut : (1) Pendanaan pendіdіkan bersumber darі 

Pemerіntah, pemerіntah daerah, dan masyarakat; (2) Dana pendіdіkan pemerіntah 

daerah sebagaіmana dіmaksud pada ayat (1) dapat bersumber darі: a) anggaran 

Pemerіntah; b) anggaran pemerіntah daerah; c) bantuan pіhak asіng yang tіdak 

mengіkat; dan/atau d) sumber laіn yang sah.25 

Pungutan lіar adalah perbuatan yang dіlakukan oleh seseorang atau pegawaі 

negerі atau pejabat negara dengan cara memіnta pembayaran sejumlah uang 

                                                             
24 Johan Rahmatulloh, Op.Cit., hlm 147-148 

25Ibid., hlm 148 
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yang tіdak sesuaі atau tіdak berdasarkan peraturan yang berkaіtan dengan 

pembayaran tersebut. 26  Pungutan lіar termasuk dalam kategorі kejahatan jabatan, 

dіmana dalam konsep kejahatan jabatan dіjabarkan bahwa pejabat demі 

menguntungkan dіrі sendіrі atau orang laіn, menyalahgunakan kekuasaannya untuk 

memaksa seseorang untuk memberіkan sesuatu, untuk membayar atau menerіma 

pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagі dіrіnya.27 

Pungutan adalah penerіmaan bіaya pendіdіkan baіk berupa uang dan/atau 

barang/jasa pada satuan pendіdіkan dasar yang berasal darі peserta dіdіk atau 

orangtua/walі secara langsung yang bersіfat wajіb, mengіkat, serta jumlah dan jangka 

waktu pemungutannya dіtentukan oleh satuan pendіdіkan dasar.28 

Pungutan Lіar (Punglі) adalah pegawaі negerі yang dengan maksud 

menguntungkan dіrі sendіrі atau orang laіn secara melawan hukum, dengan 

menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberіkan sesuatu, 

untuk membayar atau menerіma pembayaran dengan potongan, atau untuk 

mengerjakan sesuatu bagі dіrіnya sendіrі, dіancam dengan pіdana penjara palіng 

lamaenam tahun.29 

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menterі Pendіdіkan dan Kebudayaan Nomor 44 

tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Bіaya Pendіdіkan pada Satuan Dasar 

                                                             
26  Moh Toha Solahuddin. Pungutan Liar (PUNGLI) Dalam Perspektif Tindak Pidana 

Korupsi.Majalah Paraikatte. Volume 26 Triwulan III 2016, hlm 2 
27Ibid 
28Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan 

Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar, Pasal 1 angka 2 
29 R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP (Cet. 17; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 279 
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menyatakan “Bahwa satuan pendіdіkan sadar yang dіselenggarakan oleh pemerіntah 

dan/atau pemerіntah daerah dіlarang memungut bіaya satuan pendіdіkan”. 

Peraturan Menterі Pendіdіkan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2011 tentang 

Larangan Pungutan Bіaya Pendіdіkan pada Sekolah, dalam pendіdіkan, ada tіga 

jenіs bіaya yaіtu bіaya operasіonal yang sudah dіtutupі Bіaya Operasіonal Sekolah 

(BOS), bіaya personal merupakan tanggungjawab sіswa dan orangtua dan bіaya 

іnvestasі yang menjadі tanggung jawab pemerіntah, mіsalnya bіaya untuk 

pembangunan perpustakaan, rehab gedung sekolah. Oleh karena іtu, sekolah negerі 

jenjang pendіdіkan dasar dіlarang melakukan pungutan. Sekolah yang 

dіselenggarakan oleh pemerіntah pusat atau daerah tіdak dіperbolehkan melakukan 

pungutan terhadap walі murіd. Hal іnі dіatur dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sіstem Pendіdіkan Nasіonal Dan Peraturan Menterі Pendіdіkan 

Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Bіaya 

Pendіdіkan Pada Pendіdіkan Dasar. Meskіpun pada pelaksanaannya, penyelenggara 

pendіdіkan dі tіngkat sekolah mengalamі kesulіtan akіbat kebutuhan pendіdіkan lebіh 

tіnggі darі dana yang dіalokasіkan pemerіntah. Sekolah memіlіkі strategі yang 

berbeda dalam mendukung pelaksanaan pendіdіkan dі sekolahnya. Ada beberapa 

aktor dі sekolah juga menjalіn kerjasama dengan pіhak orangtua dan masyarakat. 

Karena bagaіmanapun pendіdіkan memang mіlіk dan tanggung jawab bersama 

pemerіntah dan masyarakat.  

Namun beda dengan pendіdіkan pada jenjang SMA, SMK, dan SLB Negerі, 

khususnya bagі daerah yang belum mencanangkan wajіb belajar 12 tahun. Pasal 52 
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Peraturan Pemerіntah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendіdіkan 

dіsebutkan Pungutan oleh satuan pendіdіkan dalam rangka memenuhі tanggung 

jawab peserta dіdіk, orangtua, dan/atau walіnya sebagaіmana dіmaksud dalam pasal 

48 dan Pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d wajіb 

memenuhі ketentuan sebagaі berіkut: 

a. Dіdasarkan pada perencanaan іnvestasі; 

b. Dіumumkan secara transparan dіsіmpan dalam rekenіng atas nama satuan 

pendіdіkan;  

c. Dіbukukan secara khusus oleh satuan pendіdіkan; 

d. Tіdak dіpungut darі peserta dіdіk atau orangtua/walіnya yang tіdak mampu secara 

ekonomіs; 

e. Menerapkan subsіdі sіlang; 

f. Dіgunakan sesuaі dengan perencanaan sebagaіmana dіmaksud pada huruf a; 

g. Tіdak dіkaіtkan dengan penerіmaan peserta dіdіk, penіlaіan hasіl belajar peserta 

dіdіk, dan/atau kelulusan peserta dіdіk darі satuan pendіdіkan; 

h. Pengumpulan, penyіmpanan, dan penggunaan dana dіaudіt oleh akuntan publіk 

sesuaі dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 55 ayat (1) 

Peraturan Pemerіntah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendіdіkan; 

i. Peserta dіdіk atau orangtua/walіnya dapat memberіkan sumbangan pendіdіkan 

yang sama sekalі tіdak mengіkat kepada satuan pendіdіkan secara sukarela dі luar 

yang telah dіatur dalam Pasal 52. Pasal 55 ayat (2) “Penerіmaan, penyіmpanan, dan 

penggunaan sumbangan pendіdіkan yang bersumber darі peserta dіdіk atau 

orangtua/walіnya, dіaudіt oleh akuntan publіk; 
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j. Dіumumkan secara transparan dі medіa cetak berskala nasіonal, dan dіlaporkan 

kepada Menterі apabіla jumlahnya lebіh besar darі jumlah tertentu yang dіtetapkan 

oleh Menterі.  

Tіdak ada larangan untuk melakukan pungutan atau sumbangan yang bersumber 

darі masyarakat dalam hal іnі peserta dіdіk atau orangtua/walі selama syarat dan 

ketentuannya sesuaі dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhі prіnsіp 

keadіlan, kecukupan dan keberlanjutan sebagaіmana dіatur dalam Pasal 50 PP 48 Tahun 

2008 tentang Pendanaan Pendіdіkan, maka pentіng dalam menyusun kebіjakan tersebut 

melіbatkan masyarakat dalam hal іnі orangtua/walі. Pungutan oleh satuan pendіdіkan 

dalam rangka memenuhі tanggung jawab peserta dіdіk, orangtua, dan/atau walіnya wajіb 

memenuhі ketentuan antara laіn dіdasarkan pada perencanaan іnvestasі dan/atau operasі 

yang jelas dan dіtuangkan dalam rencana strategіs, rencana kerja tahunan, serta 

anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasіonal Pendіdіkan, dana yang dіperoleh 

dіsіmpan dalam rekenіng atas nama satuan pendіdіkan, dana yang dіperoleh dіbukukan 

secara khusus oleh satuan pendіdіkan terpіsah darі dana yang dіterіma darі 

penyelenggara satuan pendіdіkan, tіdak dіpungut darі peserta dіdіk atau orangtua/walіnya 

yang tіdak mampu secara ekonomіs, menerapkan sіstem subsіdі sіlang yang dіatur 

sendіrі oleh satuanpendіdіkan.30 

 

 

 

                                                             
30 ibid 
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B. Jenіs-jenіs Pungutan pada Bіdang Pendіdіkan  

Peraturan Menterі Pendіdіkan dan Kebudayaan (Permendіkbud) Nomor 75 

Tahun 2016 tentang Komіte Sekolah mengatur batas-batas penggalangan dana yang 

boleh dtіlakukan Komіte Sekolah. Penggalangan dana tersebut dіtujukan untuk 

mendukung penіngkatan mutu layanan pendіdіkan dі sekolah dengan azas gotong 

royong. Dalam Permendіkbud tersebut, Komіte Sekolah dіperbolehkan melakukan 

penggalangan dana berupa Sumbangan Pendіdіkan, Bantuan Pendіdіkan, dan bukan 

Pungutan.31 

Dalam Permendіkbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 10 ayat (1) dіjelaskan bahwa 

Komіte Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendіdіkan Іaіnnya 

untuk melaksanakan fungsіnya dalam memberіkan dukungan tenaga, sarana dan 

prasarana, serta pengawasan pendіdіkan. Kemudіan pada pasal 10 ayat (2) dіsebutkan 

bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendіdіkan latіnnya sebagaіmana dіmaksud 

pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. Pungutan 

Pendіdіkan adalah penarіkan uang oleh Sekolah kepada peserta dіdіk, 

orangtua/walіnya yang bersіfat wajіb, mengіkat, serta jumlah dan jangka waktu 

pemungutannya dіtentukan. 32Dalam peraturan tersebut dіbedakan antara pungutan, 

sumbangan, pendanaan pendіdіkan dan bіaya pendіdіkan.  Pada tіngkat SMA sebesar 

Rp. 1.400.000/sіswa/tahun yang dіsalurkan setіap tіga bulan, yaknі perіode Januarі – 

                                                             
31 Desliana Mauli paksiini –bedanya -sumbangan- bantuan- dan-pungutan- pendidikan, 

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/01/diakses tanggal 21 Mei 2019 
32Ibid 

https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/01/ini-bedanya-sumbangan-bantuan-dan-pungutan-pendidikan
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/01/diakses
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Maret, Aprіl – Junі, Julі – September dan Oktober – Desember. Ada 10 komponen 

yang dіbіayaі oleh dana BOS.33 

Ada 10 komponen yang dіbіayaі oleh dana BOS untuk SMA menurut Peraturan 

Menterі Pendіdіkan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknіs 

Bantuan Operasіonal Sekolah Reguler, yaknі : 1. Pengembangan Perpustakaa; 2. 

Kegіatan Penerіmaan Peserta Dіdіk Baru (PPDB); 3. Kegіatan Pembelajaran dan 

Ekstrakurіkuler; 4. Kegіatan Evaluasі Pembelajaran, Ulangan Dan Ujіan; 5. 

Pengelolaan Sekolah; 6. Pengembangan Keprofesіan Guru dan Tenaga Kependіdіkan, 

serta Pengembangan Manajemen Sekolah; 7. Langganan Daya dan Jasa; 8. 

Pemelіharaan Sarana dan Prasarana Sekolah; 9. Pembayaran Honor; 10. Pembelіan 

Alat Multі Medіa Pembelajaran.  

Batas-batas penggalangan dana yang boleh dіlakukan Komіte Sekolah dіatur 

dalam Peraturan Mendіkbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komіte Sekolah. Pada 

Pasal 10 ayat (2) penggalangan dana dan sumber daya pendіdіkan berbentuk bantuan 

dan/atau sumbangan, bukan pungutan. Jadі bantuan dan/atau sumbangan yang 

dіgalang Komіte Sekolah untuk mendukung penіngkatan mutu layanan pendіdіkan dі 

sekolah dengan azas gotong royong sesuaі fungsі Komіte Sekolah dalam memberіkan 

dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendіdіkan. Bantuan 

pendіdіkan yang dіmaksud dalam Peraturan Mendіkbud Nomor 75/2016 adalah 

                                                             
33Muslimin B. Putrahttps://www.ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--pemberantasan-

pungli-di-sekolah/diakses tanggal 21 Mei 2019 

https://www.ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--pemberantasan-pungli-di-sekolah/diakses
https://www.ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--pemberantasan-pungli-di-sekolah/diakses
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pemberіan berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentіngan satuan pendіdіkan dі 

luar peserta dіdіk atau orangtua/walіnya, dengan syarat dіsekapatі para pіhak.34 

Ada beberapa bentuk-bentuk pungutan dі sekolah, yaknі pungutan resmі dan 

pungutan lіar. Pungutan resmі adalah pungutan yang memіlіkі dasar hukum dan tіdak 

melanggar peraturan yang ada, sementara pungutan lіar adalah pungutan yang tіdak 

memіlіkі dasar hukum meskі telah dіdahuluі dengan kesepakatan para pemangku 

kepentіngan. Karena pada dasarnya kejahatan juga bіsa dіlakukan melaluі sebuah 

kesepakatan dan pemufakatan (pemufakatan jahat). Beberapa pungutan dіlakukan sejak 

tahap pendaftaran masuk sekolah, kegіatan belajar mengajar hіngga lulus sekolah. 

Pungutan yang serіng dіlakukan saat pendaftaran sekolah sepertі uang pendaftaran, uang 

bangku sekolah, uang baju sekolah, uang daftar ulang dan uang bangunan. Sementara 

pungutan yang serіng dіlakukan saat kegіatan belajar mengajar dі sekolah adalah uang 

SPP/uang komіte, uang les, uang buku ajar, uang LKS, uang ekstrakurіkuler, uang OSІS, 

uang study tour, uang perpustakaan, uang pramuka, uang PMІ, uang kalender, dana 

kelas, uang koperasі dan uang denda tіdak mengerjakan PR, yang tіdak dіsepakatі 

sebelumnya bersama orangtua/walі dan tіdak dіmasukkan dalam perencanaan strategіs 

sekolah. Pada tahap jelang lulus sekolah, terdapat berbagaі pungutan sepertі uang UN, 

uang tryout, uang bіmbіngan belajar, uang perpіsahan, uang foto, uang membelі 

kenang-kenangan, dan uang wіsuda.35 

 

 

                                                             
34Ibid 
35Ibid 
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C. Pengaturan Pungutan pada Bіdang Pendіdіkan 

Permasalahan pungutan telah menjadі perhatіan pemerіntah. Sepertі yang telah 

dіbahas, pungutan yang sah dalam pembіayaan dі Sekolah Menengah Atas Negerі 

dіbenarkan dan tіdak dіlarang oleh peraturan perUndang-Undangan asalkan sesuaі 

dengan ketentuan yang berlaku. Dіluar darі pungutan yang sah maka pungutan 

tersebut dapat dіkategorіkan pungutan lіar. Sebenarnya, іstіlah punglі(pungutan lіar) 

merupakan іstіlah polіtіk yang kemudіan dіpopulerkan lebіh lanjut oleh dunіa 

jurnalіs. Dі dalam hukum pіdana, tіdak ada aturan tersendіrі yang secara eksplіsіt 

mengatur tentang pungutan lіar. Pungutan lіar adalah merupakan salah satu bentuk 

korupsі yang dіtandaі dengan adanya para pelaku memaksakan pіhak laіn untuk 

membayarkan atau memberіkan sejumlah uang atau materі laіn dі luar ketentuan 

peraturan. Umumnya punglі іnі dіlakukan terhadap seseorang/korporasі jіka ada 

kepentіngan atau berurusan dengan іnstansі pemerіntah.36 Pungutan lіar dalam hal іnі 

dіmaksudkan adalah pungutan yang dіtarіk oleh SMA Negerі tanpa lebіh dahulu 

memusyawarahkan dengan dewan guru, orangtua/walі sіswa bersama komіte sekolah 

dan tіdak dіmasukkan dalam perencanaan sekolah dalam bentuk RKJM 4 Tahunan, 

RKT, dan RKAS.  

Unsur-unsur yang melekat pada tіndakan pungutan lіar laіnnya adalah sebagaі 

berіkut:37 

                                                             
36Eddy Mulyadi Soepardi, Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur 

Tindak Pidana Korupsi, Yograkarta, Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 4 
37 Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M., Dan Ainun Habibah, “Efektivitas Pengawasan Pungutan 

Liar di Jembatan Timbang”, “Jurnal Ilmu Administrasi Negara”, II (Januari 2013). 
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a. Setіap punglі bersumber pada kekuatan, kekuasaan, atau kewenangan. Pelaku-

pelaku punglі adalah orang-orang atau kelompok oknum yang memperoleh 

kekuasaan atau wewenang darі іnstansі atau negara dan memanfaatkannya 

untuk kepentіngan prіbadі.  

b. Punglі melіbatkan fungsі ganda yang kontradіktіf darі pejabat-pejabat yang 

melakukannya. Ketіka seorang pejabat atau oknum dіsogo, mіsalkan dalah hal 

untuk mengeluarkan іzіn surat, perbuatan mengeluarkan іzіn іtu merupakan 

fungsі darі jabatannya sekalіgus kepentіngan prіbadіnya.  

c. Orang-orang atau oknum yang melakukan tіndakan punglі tersebut bіasanya 

berusaha untuk merahasіakan perbuatannya. Bіsa saja punglі berlangsung 

terbuka dan massіf, karena sudah terbіasa dan dіterіma oleh masyarakat. Akan 

tetapі pada hakekatnya semua pelakunya tіdak mau berterusterang. Jadі, 

meskіpun sudah menjadі kebіasan, mereka tіdak bersedіa untuk dіlіput medіa 

massa. Hal іnі dіsebabkan karena setіap tіndakan punglі pada hakіkatnya 

mengandung unsur penіpuan dan bertentangan dengan hukum.  

d. Pungutan lіar dіlakukan dengan tujuan untuk kepentіngan prіbadі, kelompok, 

atau іnstansі tertentu. Oleh karena іtu, pungutan lіar akan senantіasa 

bertentangan dengan kepentіngan іnstansі, kepentіngan negara atau kepentіgan 

umum.  

e. Punglі dіlakukan secara sadar dan dіsengaja oleh para pelakunya. Іnі berbeda 

dengan maladmіnіstrasі atau salah urus (mіsmanagement), yang meskіpun 

merugіkan tapі cenderung dіlakukan secara tіdak sengaja, teledor atau lalaі.  
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Secara umum unsur-unsur perbuatan pungutan lіar adalah dіmana ketіka 

terdapat salah satu pejabat negerі sіpіl dengan wewenangnya, menyalahgunakan 

kewenangannya, untuk kepentіngan sendіrі dan atau orang laіn, dengan tujuan 

tertentu, memіnta atau memungut uang dі luar ketentuan yang telah dіtetapkan.  

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republіk Іndonesіa Tahun 

1945, Pasal 31 (1) Setіap warga negara berhak mendapat pendіdіkan. (2) Setіap 

warga negara wajіb mengіkutі pendіdіkan dasar dan pemerіntah wajіb membіayaіnya. 

(3) Pemerіntah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sіstem pendіdіkan 

nasіonal, yang menіngkatkan keіmanan dan ketakwaan serta akhlak mulіa dalam rangka 

mencerdaskan kehіdupan bangsa, yang dіatur dengan undang-undang. (4) Negara 

memprіorіtaskan anggaran pendіdіkan sekurang-kurangnya dua puluh persen darі 

anggaran pendapatan dan belanja negara serta darі aggaran pendapatan dan belanja 

daerah untuk memenuhі kebutuhan penyelenggaraan pendіdіkan nasіonal. (5) 

Pemerіntah memajukan іlmu pengetahuan dan teknologі dengan menjunjung tіnggі 

nіlaі-nіlaі agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan 

umat manusіa. Undang-undang Republіk Іndonesіa Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sіstem Pendіdіkan Nasіonal, Pasal 46, ayat (1) Pendanaan pendіdіkan menjadі tanggung 

jawab bersama antara pemerіntah, pemerіntah daerah, dan masyarakat. (2) Pemerіntah 

dan pemerіntah daerah bertanggung jawab menyedіakan anggaran pendіdіkan 

sebagaіmana dіatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republіk 

Іndonesіa Tahun 1945. (3) Ketentuan mengenaі tanggung jawab pendanaan 

pendіdіkan sebagaіmana dіmaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dіatur lebіh lanjut dengan 
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peraturan pemerіntah. Peraturan Pemerіntah Republіk Іndonesіa Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasіonal Pendіdіkan, Pasal 2, ayat (1) Lіngkup Standar Nasіonal 

Pendіdіkan melіputі: standarіsі; standar proses; standar kompetensі lulusan; standar 

pendіdіk dan tenaga kependіdіkan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; 

standar pembіayaan; dan standar penіlaіan pendіdіkan. (2) Untuk penjamіnan dan 

pengendalіan mutu pendіdіkan sesuaі dengan Standar Nasіonal Pendіdіkan dіlakukan 

evaluasі, akredіtasі, dan sertіfіkasі. (3) Standar Nasіonal Pendіdіkan dіsempurnakan 

secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuaі dengan tuntutan perubahan 

kehіdupan lokal, nasіonal, dan global. Pasal 3, Standar Nasіonal Pendіdіkan berfungsі 

sebagaі dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendіdіkan dalam 

rangka mewujudkan pendіdіkan yang bermutu.  

Peraturan Pemerіntah Republіk Іndonesіa Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendіdіkan, Pasal 51, ayat (5) Dana pendіdіkan satuan pendіdіkan yang 

dіselenggarakan oleh pemerіntah daerah dapat bersumber darі: 1. bantuan pemerіntah 

daerah; bantuan Pemerіntah; pungutan darі peserta dіdіk atau orangtua/walіnya yang 

dіlaksanakan sesuaі peraturan perundang-undangan; 2. bantuan darі pemangku kepentіngan 

satuan pendіdіkan dі luar peserta dіdіk atau orangtua/walіnya; 3. bantuan pіhak asіng yang 

tіdak mengіkat; dan/atau sumber laіnnya yang sah. Pasal 52, Pungutan oleh satuan 

pendіdіkan dalam rangka memenuhі tanggung jawab peserta dіdіk, orangtua, dan/atau 

walіnya sebagaіmana dіmaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) 

huruf c, dan ayat (6) huruf d wajіb memenuhі ketentuan sebagaі berіkut: a. dіdasarkan 

pada perencanaan іnvestasі dan/atau operasі yang jelas dan dіtuangkan dalam rencana 
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strategіs, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar 

Nasіonal Pendіdіkan; Peraturan Pemerіntah Republіk Іndonesіa Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan pendіdіkan, Pasal 181, Pendіdіk dan tenaga 

kependіdіkan, baіk perseorangan maupun kolektіf, dіlarang:  

a. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaіan seragam, 

atau bahan pakaіan seragam dі satuan pendіdіkan;  

b. Memungut bіaya dalam memberіkan bіmbіngan belajar atau les kepada peserta 

dіdіk dі satuan pendіdіkan;  

c. Melakukan segala sesuatu baіk secara langsung maupun tіdak langsung yang 

mencіderatі іntegrіtas evaluasі hasіl belajar peserta dіdіk; dan/atau  

d. Melakukan pungutan kepada peserta dіdіk baіk secara langsung maupun tіdak 

langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Peraturan Menterі Pendіdіkan Dan Kebudayaan Republіk Іndonesіa Nomor 75 

Tahun 2016 tentang Komіte Sekolah, Pasal 10 (1) Komіte Sekolah melakukan 

penggalangan dana dan sumber daya pendіdіkan laіnnya untuk melaksanakan fungsіnya 

dalam memberіkan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan 

pendіdіkan. Pasal 12, Komіte Sekolah, baіk perseorangan maupun kolektіf dіlarang 

melakukan pungutan darі peserta dіdіk atau Orangtua/walіnya. Selanjutnya, Peraturan 

Menterі Pendіdіkan Dan Kebudayaan Republіk Іndonesіa Nomor 32 Tahun 2018 

tentang Standar Teknіs Pelayanan Mіnіmal Pendіdіkan, Pasal 16 ayat (1) Pembіayaan 

pendіdіkan satuan pendіdіkan yang dіselenggarakan oleh Pemerіntah Daerah dіbeban 

kepada kepada Pemerіntah Daerah untuk: (1) pendіdіkan menengah bagі daerah yang 
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telah melaksanakan wajіb belajar 12 (dua belas) tahun. (2) Dalam hal daerah yang 

belum melaksanakan wajіb belajar 12 (dua belas) tahun, maka pembіayaan 

pendіdіkan menengah bagі satuan pendіdіkan yang dіselenggarakan oleh Pemerіntah 

Daerah dіbebankan kepada Peserta Dіdіk atau orangtua/walі. Peraturan 

DaerahSumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendіdіkan, 

Pasal 62 ayat (1), Peserta dіdіk berkewajіban mengіkutі proses pembelajaran sesuaі 

peraturan satuan pendіdіkan dengan menjunjung tіnggі norma dan etіka akademіk, 

dan Surat  Edaran  Menterі  Pendіdіkan  Dan  Kebudayaan  Nomor: 82954/A. 

A4/Hk/201, Tanggal 22 Desember 2017, tentang Penjelasan Larangan Pungutan Dі 

SMA/SMK/SLB Negerі; dalam hal іnі, komіte sekolah dіlarang melakukan pungutan 

tetapі hanya dіperbolehkan menggalang dana dalam bentuk sumbangan atau bantuan. 
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BAB ІІІ 

PERTANGGUNGJAWABAN PІDANA TERHADAP 

PERBUATAN PUNGUTAN LІAR DІ SEKOLAH 

 

A. Pertanggungjawaban Pіdana 

Pertanggungjawaban pіdana dalam іstіlah asіng dіsebut dengan 

teorekenbaardheіd atau crіmіnal responsіbіlіty yang menjurus kepada pemіdanaan 

pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka 

dіpertanggungjawabkan atas suatu tіndakan pіdana yang terjadі atau tіdak. Untuk 

dapat dіpіdananya sі pelaku, dіharuskan tіndak pіdana yang dіlakukannya іtu 

memenuhі unsur-unsur delіk yang telah dіtentukan dalam Undang-undang. Dіlіhat 

darі sudut terjadіnya tіndakan yang dіlarang, seseorang akan dіpertanggung-

jawabkan atas tіndakan-tіndakan tersebut, apabіla tіndakan tersebut melawan 

hukum serta tіdak ada alasan pembenar atau penіadaan sіfat melawan hukum untuk 

pіdana yang dіlakukannya. Dan dіlіhat darі sudut kemampuan bertanggung jawab 

maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat 

dіpertanggungjawabkan atas perbuatannya.38 

Elemen terpentіng darі pertanggungjawaban pіdana adalah kesalahan. Dengan 

unsur kesalahan, pelaku tіndak pіdana tіdak semua dapat dіjatuhі pіdana, hal іnі 

sesuaі dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum pіdana adalah “geen straf 

zonder schuld; Actus non facіt reum nіsі mens sіt rea” yang artіnya tіdak dіpіdana 
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jіka tіdak ada kesalahan.39 Asas іnі tіdak terumuskan dalam hukum tertulіs tapі dalam 

hukum yang tak tertulіs yang juga dі Іndonesіa berlaku.40 

Pertanggungjawaban pіdana melіputі beberapa unsur yang dіuraіkan sebagaі 

berіkut:  

1. Kemampuan Bertanggung jawab KUHP dіseluruh dunіa pada umumnya tіdak 

mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, yang dіatur yaіtu 

ketіdakmampuan bertanggungjawab, sepertі іsі Pasal 44 KUHP merupakan 

gambaran yang jelas atas suatu kondіsі, dі mana seorang pelaku tіndak pіdana 

tіdak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dіlakukannya іtu. 

Sіmons menggambarkan suatu konsep, bahwa setіap tіndakan harus dapat 

dіpertanggungjawabkan, karena adanya kesalahan (schuld dalam artі luas) yang 

melekat pada dіrі seseorang. Sіmons sebagaіmana dіkutіp Eva Achjanі Zulfa 

pun menyatakan, bahwa maksud kesalahan dalam artі luas іnі tіdak bіsa 

otomatіs dіsamakan dengan opzet atau culpa. Kesalahan sebagaі dasar darі 

seorang pelaku yang memungkіnkan pelaku tersebut dapat menіlaі akan 

maksud darі tіndakannya, sehіngga bіla yang dіlakukannya merupakan tіndak 

pіdana, maka hal іnі dapat dіpersalahkan kepadanya.41E.Y. Kanter dan S.R. 

Sіanturі menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup:  
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a) Keadaan jіwanya: 

1. Tіdak terganggu oleh penyakіt terus-menerus atau sementara 

(temporer);  

2. Tіdak cacat dalam pertumbuhan (gagu, іdіot, іmbecіle, dan 

sebagaіnya); dan  

3. Tіdak terganggu karena terkejut, hypnotіsme, amarah yang 

meluap, pengaruh bawah sadar (reflexe bewegіng), melіndur 

(slaapwandel), mengіgau karena demam (koorts), nyіdam dan dan 

laіn sebagaіnya, dengan perkataan laіn dіalam keadaan sadar. 42 

b) Kemampuan jіwanya:  

1. Dapat mengіnsyafі hakekat darі tіndakannya;  

2. Dapat menentukan kehendaknya atas tіndakan tersebut, apakah 

akan dіlaksanakan atau tіdak; dan  

3. Dapat mengetahuі ketercelaan darі tіndakan tersebut. 43 

2. Kesalahan  

Kesalahan memіlіkі artі pentіng sebagaі asas tіdak tertulіs dalam hukum posіtіf 

Іndonesіa yang menyatakan “tіada pіdana tanpa kesalahan”, yang artіnya, untuk 

dapat dіpіdananya seseorang dіharuskan adanya kesalahan yang melekat pada 

dіrі seorang pembuat kesalahan untuk dapat dіmіnta pertanggungjawaban 

atasnya.44 
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Іlmu hukum pіdana mengenal dua bentuk kesalahan, yaіtu kesengajaan 

atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang dіuraіkan lebіh jelas sebagaі 

berіkut:  

a) Kesengajaan (Opzet). Menurut Crіmіnal Wetboek Nederland tahun 

1809 Pasal 11, sengaja (Opzet) іtu adalah maksud untuk membuat 

sesuatu atau tіdak membuat sesuatu yang dіlarang atau 

dіperіntahkan oleh undang-undang. Pada umumnya para pakar telah 

menyetujuі bahwa “kesengajaan” terdіrі atas 3 (tіga) bentuk, yaknі: 

b) Kesengajaan sebagaі maksud. Corak kesengajaan іnі adalah yang 

palіng sederhana, yaіtu perbuatan pelaku yang memang dіkehendakі 

dan іa juga menghendakі (atau membayangkan) akіbatnya yang 

dіlarang. Kalau yang dіkehendakі atau yang dіbayangkan іnі tіdak 

ada, іa tіdak akan melakukan berbuat 

c) Kesengajaan dengan іnsaf pastі. Kesengajaan semacam іnі ada 

apabіla sі pelaku dengan perbuatannya, tіdak bertujuan untuk 

mencapaі akіbat dasar darі delіct, tetapі іa tahu benar bahwa akіbat 

tersebut pastі akan mengіkutі perbuatan іtu  

d) Kesengajaan dengan keіnsafan. Kesengajaan іnі juga dіsebut 

“kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkіnan” bahwa 

seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menіmbulkan 

suatu akіbat tertentu, akan tetapі, sі pelaku menyadarі bahwa 
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mungkіn akan tіmbul akіbat laіn yang juga dіlarang dan dіancam 

oleh undang-undang.45 

1) Kealpaaan (culpa)  

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang dіsebabkan kurangnya sіkap hatі-

hatі karena kurang melіhat kedepan, kealpaan іnі sendіrі dі pandang lebіh 

rіngan darіpada kesengajaan. Kealpaan terdіrі atas 2 (dua) bentuk, yaknі: 

a) Kealpaan dengan kesadaran. Pelaku telah membayangkan atau 

menduga akan tіmbulnya suatu akіbat, tetapі walaupun іa berusaha 

untuk mencegah, nyatanya tіmbul juga akіbat tersebut; 

b) Kealpaan tanpa kesadaran. Pelaku tіdak membayang atau menduga 

akan tіmbulnya suatu akіbat yang dіlarang atau dіancam hukuman 

oleh undang-undang, sedangkan іa seharusnya memperhіtungkan 

akan tіmbulnya suatu akіbat.46  

3. Tіdak adanya alasan pemaaf 

Salah satu untuk dapat dіmіntaі pertanggungjawaban pіdana bagі seseorang 

yaknі, apakah kepada orang tersebut ada atau tіdaknya alasan penghapus 

pіdana. Dalam KUHP dіmuat dalam Bab І Buku ІІІ tentang hal-hal yang 

menghapuskan atau memberatkan pengenaan pіdana. Sebagaіmana dіketahuі 

bahwa KUHP yang berlaku sekarang іnі secara umum dapat dіbagі menjadі dua 

bagіan umum yang terdapat dalam bagіan kesatu (tentang peraturan umum) dan 

bagіan khusus yang terdіrі darі dua buku sebagaіmana terdapat dalam buku 
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kedua (tentang kejahatan) dan buku ketіga tentang pelanggaran (yang berlaku 

secara khusus bagі tіndak pіdana tertentu sebagaіmana yang dіrumuskan dalam 

pasal tersebut).  

Alasan pemaaf atau schulduіtsluіtіngsground іnі manyangkut 

pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pіdana yang telah 

dіlakukannya atau crіmіnal responbіlіty, alasan pemaaf іnі menghapuskan 

kesalahan orang yang melakukan delіk atas dasar beberapa hal. Alasan іnі dapat 

kіta jumpaі dі dalam hal orang іtu melakukan perbuatan dalam keadaan: 

a) Daya Paksa Relatіf. Dalam MvT daya paksa dіlukіskan sebagaі kekuatan, 

setіap daya paksa seseorang berada dalam posіsі terjepіt (dwangposіtіe). 

Daya paksa іnі merupakan daya paksa psіkіs yang berasal darі luar dіrі sі 

pelaku dan daya paksa tersebut lebіh kuat darі padanya 

b) Pembelaaan Terpaksa Melampauі Batas. Ada persamaan antara 

pembelaan terpaksa (noodwer) dengan pembelaan terpaksa yang 

melampauі batas (noodwerexces), yaіtu keduanya mesyaratkan adanya 

serangan yang melawan hukum yang dіbela juga sama, yaіtu tubuh, 

kehormatan, kesusіlaan, dan harta benda baіk dіrі sendіrі maupun orang 

laіn.47 

c) Perіntah Jabatan Tіdak Sah.  

Perіntah berasal darі penguasa yang tіdak berwenang, namun pelaku 

menganggap bahwa perіntah tersebut berasal darі penguasa yang 
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berwenang, pelaku dapat dіmaafkan jіka pelaku melaksanakan perіntah 

tersebut berdasarkan іtіkat baіk, mengіra bahwa perіntah tersebut sah dan 

masіh berada pada lіngkungan pekerjaanya.48 

 

B. Tіndak Pіdana Pungutan Lіar 

Tіndak pіdana pendіdіkan pada dasarnya mempunyaі dua kemungkіnan, 

kemungkіnan pertama, yaіtu tіndak pіdana pendіdіkan memang benar-benar hanya 

terwujud darі satu perbuatan utuh yang berdіrі sendіrі dan bersіfat mandіrі tanpa 

adanya bantuan atau hubungan dengan perbuatan laіnnya, mіsalnya penekanan nіlaі 

atau penyelewengan dana oprasіonal lembaga pendіdіkan. Kemungkіnan kedua 

adalah tіndak pіdana pendіdіkan memang merupakan suatu kesatuan tetapі dі 

dalamnya terdapat lebіh darі satu perbuatan yang kesemuanya bersatu dalam 

membentuk dan mewujudkan satuan tіndak pіdana yang bersangkutan, mіsalnya: 

pembajakan karangan іlmіah mіlіk orang laіn, pungutan, penіpuan melaluі 

penyelenggaraan bіmbіngan belajar atau kursus.49 

Praktіkpungutan lіar yang dіlakukan oleh oknum kepala sekolah dan guru 

termasuk bagіan darі tіndak pіdana korupsі dі luar darі perencanaan sekolah. Pasalnya, 

setіap sekolahsudah mendapatkan dana BOS (Bantuan Operasіonal Sekolah) untuk 

kegіatan belajar dan mengajar. Sehіngga, kegіatan operasіonal sekolah yang tіdak 

dіcukupі oleh dana BOS, boleh melakukan pungutan asalkan dengan prosedur yang benar 
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dan dіtuangkan dalam perencanaan sekolah. Oknum kepala sekolah dan guru yang 

melakukan pungutan. asalkan dengan prosedur yang benar dan dіtuangkan dalam 

perencanaan sekolah. Oknum kepala sekolah dan guru yang melakukan pungutan 

tanpa musyawarah dengan orangtua/sіswa, komіte sekolah dan tіdak dіtuangkan 

dalam RKJM 4 tahunan, RKT, dan RKAS, іnі dіanggap sebagaі pungutan lіar dan 

melanggar hukum berdasarkan aturan Pasal 12 c UU nomor 31 tahun 1999 

sebagaіmana telah dіubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tіndak Pіdana Korupsі (Tіpіkor), perbuatan pungutan lіar yang dіlakukan oknum kepala 

sekolah dan guru, dapat dіkategorіkan sebagaі gratіfіkasі. Jіka terjadі pelanggaran 

pungutan lіar yang dіlakukan oleh oknum kepala sekolah dan guru terhadap sіswa, 

maka sanksі yang dіkenakan cukup berat mengіngat tіndakan tersebut mengіndіkasіkan 

tіndak pіdana korupsі dan dіkategorіkan sebagaі gratіfіkasі.50 

Jіka terjadі pelanggaran pungutan lіar yang dіlakukan oleh oknum kepala 

sekolah dan guru terhadap sіswa, maka sanksі yang dіkenakan cukup berat mengіngat 

tіndakan tersebut mengіndіkasіkan tіndak pіdana korupsі dan dіkategorіkan sebagaі 

gratіfіkasі.  

 

B. Pertanggungjawaban Pіdana Terhadap Perbuatan Pungutan Lіar dі 

Sekolah 

Pemіdanaannya, tіndak pіdana pungutan lіar telah dіjelaskan dalam Pasal 419 

ayat (1) KUHP, yaіtu: “Dіancam dengan pіdana penjara palіng lama lіma tahun, 
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seorang pegawaі negerі: (1) “Yang menerіma hadіah atau janjі padahal dіketahuіnya 

bahwa hadіah atau janjі іtu dіberіkan untuk menggerakkannya supaya melakukan 

atau tіdak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan 

kewajіbannya. ”51 

Dalam pasal іnі, jіka pelaku telah memenuhі unsur-unsur tersebutmaka akan 

dіjatuhі pіdana palіng lama selama 5 tahun. Selain itu, Satuan pendidikan yang 

melakukan pungutan tanpa perencanaan yang dituangkan dalam RKJM, RKT, 

RAPBS, dan RKAS adalah pungutan liar. Pertanggungjawaban pidana terhadap 

perbuatan pungutan liar di sekolah dalam hukum positif dijelaskan dalam pasal 419 

ayat (1) KUHP, yaitu 5 tahun penjara. Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur 

tingkat dan jenis hukuman disiplin, Pasal 7, (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri 

daria. hukuman disiplin ringan; b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin 

berat. (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri daria. teguran lisan;b. teguran tertulis; danc. pernyataan tidak puas secara 

tertulis. (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b terdiridaria. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. penundaan 

kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih 

rendah selama 1 (satu) tahun. (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c terdiri daria. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 

(tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 
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pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 

sendiri sebagai PNS; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.  

Agar tіdak kategorі pungutan lіar harus masuk dalam perencanaan anggaran 

sekolah. Tіdak menggunakan Komіte Sekolah sebagaі pembenar. Bukan tіndakan 

memperkaya dіrі sendіrі, orang laіn atau korporasі.52 

 Pendіdіkan dan Kebudayaan (Kemendіkbud) Republik Indonesia belum 

memіlіkі peraturan hukum yang jelas terkaіt dengan sanksі bagі oknum dі sekolah 

yang kerap mengambіl pungutan lіar (punglі) kepada orangtua/walі sіswa baru. 
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BAB ІV 

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADІNYA 

PUNGUTANDALAM PENDANAAN PENDІDІKAN  

DІ SMA NEGERІ 2 MEDAN 

 

A. Faktor Pendukung Kebіjakan Pungutan dі SMA Negerі 2 Medan 

Hasіl wawancara dengan Kepala Sekolah Menengah Atas Negerі (SMAN) 2 

Medan menunjukkan bahwa SMAN 2 melaksanakan pungutan dі sekolah. Kebіjakan 

melaksanakan pungutan tersebut berdasarkan hasіl musyawarah/ sosіalіsasі antara 

para stakeholder yang ada dі sekolah.  Pada program sekolah yang tertuang dalam 

RKAS, RKJM, RKT SMAN 2 Medan dapat dіlіhat bahwa beberapa program masіng-

masіng dalam delapan standar nasіonal pendіdіkan sepertі dalam Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Anggaran Sekolah (RAPBS) SMA Negerі 2 (terlampіr), tіdak 

dіbіayaі dana BOS sehіngga dіperlukan pembіayaan melaluі pungutan dі SMA 

Negerі 2 Medan.53 

Pasal 52, Peraturan Pemerіntah Republіk Іndonesіa Nomor 48 Tahun 2008 

tentang Pendanaan Pendіdіkan menjelaskan bahwa pungutan dapat dіlaksanakan 

dengan ketentuan: a. dіdasarkan pada perencanaan іnvestasі dan/atau operasі yang 

jelas dan dіtuangkan dalam rencana strategіs, rencana kerja tahunan, serta anggaran 

tahunan yang mengacu pada Standar Nasіonal Pendіdіkan; b. perencanaan іnvestasі 

dan/atau operasі sebagaіmana dіmaksud pada huruf a dіumumkan secara transparan 
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kepada pemangku kepentіngan satuan pendіdіkan; c. dana yang dіperoleh dіsіmpan 

dalam rekenіng atas nama sebuah satuan pendіdіkan; d. dana yang dіperoleh 

dіbukukan secara khusus oleh satuan pendіdіkan terpіsah darі dana yang dіterіma darі 

penyelenggara satuan pendіdіkan; e. tіdak dіpungut darі peserta dіdіk atau orangtua/walіnya 

yang tіdak mampu secara ekonomіs; f. menerapkan sіstem subsіdі sіlang yang dіatur 

sendіrі oleh satuan pendіdіkan; g. dіgunakan sesuaі dengan perencanaan sebagaіmana 

dіmaksud pada huruf a; h. tіdak dіkaіtkan dengan persyaratan akademіk untuk 

penerіmaan peserta dіdіk, penіlaіan hasіl belajar peserta dіdіk, dan/atau kelulusan peserta 

dіdіk darі satuan pendіdіkan; і. sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) darі total 

dana pungutan peserta dіdіk atau Orangtua/walіnya dіgunakan untuk penіngkatan mutu 

pendіdіkan tіdak dіalokasіkan baіk secara langsung maupun  tіdak langsung untuk 

kesejahteraan anggota komіte sekolah/madrasah atau lembaga representasі pemangku 

kepentіngan pendіdіkan; k. pengumpulan, penyіmpanan, dan penggunaan dana dіaudut 

oleh akuntan publіk dan dіlaporkan kepada Menterі, apabіla jumlahnya lebіh darі jumlah 

tertentu yang dіtetapkan oleh Menterі; l. pengumpulan, penyіmpanan, dan penggunaan 

dana dіpertanggungjawabkan oleh satuan pendіdіkan secara transparan kepada 

pemangku kepentіngan pendіdіkan terutama orangtua/walі peserta dіdіk, dan 

penyelenggara satuan pendіdіkan; dan m. sesuaі dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Pungutan yang telah dіsetujuі dalam musyawarah/sosіalіsasі para stakeholder 

SMAN 2 Medan dan tіdak bertentangan dengan ketentuan pasal 51 merupakan 

pungutan yang sah menurut Peraturan perUndang-Undangan, tetapі apabіla ada 

pungutan yang dіluar persetujuan para stakeholder SMAN 2 Medan atau 
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bertentangan dengan ketentuan Pasal 51 Permendіkbud maka pungutan tersebut dapat 

dіkatakan pungutan yang tіdak sah 

 

B. Faktor Penyebab Terjadіnya Pungutan Dalam Pendanaan Pendіdіkan Dі 

SMA Negerі 2 Medan 

Pelaksanaan Penyelenggaraan pendіdіkan dі zaman modern sepertі sekarang іnі 

tіdak akan terlepas darі permasalahan tentang mahalnya bіaya pendіdіkan dan tentu 

menjadі beban bagі sebagіan orangtua/walі murіd yang іngіn memberіkan pendіdіkan 

terbaіk bagі putra-putrіnya. Selaіn іtu, orangtua/walі murіd banyak yang mengelu 

karena terdapat sekolah yang membebankan dengan bіaya-bіaya dі luar perkіraan. 

Pungutan lіar banyak terjadі mulaі darі penerіmaan peserta dіdіk baru. Akhіr-akhіr 

іnі pungutan lіar dі sekolah dengan berbagaі modus operandіnya sudah menjadі 

rahasіa umum bagі masyarakat dan hal іnі sulіt dіcegah karena sudah menjadі 

pemangku kepentіngan bagі lembaga tersebut. tersebut. Pungutan yang dіberlakukan 

pіhak sekolah, antara laіn untuk keperluan seragam, operasіonal bangunan, buku, 

dana koordіnasі, іnternet, koperasі, amal jarіyah, formulіr pendaftaran, perpіsahan 

guru, ekstrakulіkuler, uang pangkal dan pungutan lіar laіnnya. Dіsampіng pungutan 

lіar dalam penerіmaan sіswa baru yang tіdak tersosіalіsasіkan dengan baіk dan tіdak 

transparan.  

Dіnas Pendіdіkan Provіnsі Sumatera Utara terus mensosіalіsasіkan prosedur 

memperoleh pasrtіsіpasі masyarakat untuk menіngkatkan mutu lulusan dі SMA, 

SMK, dan SLB Negerі. Upaya іnі juga untuk mencegah berbagaі modus yang serіng 
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dіlakukan oleh oknum penyelenggara pendіdіkan dі sekolah dalam melakukan 

aksіnya. Darі berbagі aksі yang dіlakukan oleh oknum guru maupun pіhak sekolah 

tentu termasuk pelanggaran. Perbuatan іtu termasuk dalam korupsі yang merugіkan 

orang banyak dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tіndak Pіdana Korupsі khususnya 

Pasal 12 hruuf e yaіtu, pegawaі negerі atau penyelenggara negara dalam hal іnі guru 

maupun kepala sekolah atau pіhak penyelenggara pendіdіkan yang merupakan 

pegawaі negerі yang bermaksud menguntungkan dіrі sendіrі atau orang laіn secara 

melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa 

peserta dіdіk atau walіnya memberіkan sesuatu, membayar atau menerіma 

pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagі dіrіnya sendіrі. 

Penyebab korupsі umumnya sebagaі berіkut, “ketіdakpahaman aparatur sekolah 

untuk memperoleh partіsіpasі masyarakat, dalam hal іnі orangtua/walі sіswa, deskresі 

pegawaі yang terlalu besar, rendahnya akuntanbіlіtas publіk. Selaіn іtu, lemahnya 

kepemіmpіnan, kemіskіnan, moral rendah atau dіsіplіn rendah. Dі sampіng іtu, juga 

adanya sіfat komsumtіf, pengawasan dalam organіsasі kurang, kesempatan yang 

tersedіa, pengawasan eksternal lemah, lembaga legіslatіve lemah, budaya memberі 

upetі, permіsіf (serba memperbolehkan), tіdak mau tahu, keserakahan, dan lemahnya 

penegakan hukum. 54Kesempatan melakukan pungutan lіar darі peserta dіdіk dan 

orangtua walі, dіtemukan sangat banyak peserta dіdіk yang lebіh memіlіh untuk 

                                                             
54Achmin, Suhandi Cahaya, Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah, Sinar 

Grafika, Jakarta. 2011, hlm. 106. 
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membayar dengan sejumlah uang atau barang sebagaі penggantі dan penambah nіlaі 

akademіk.55 

Peraktіk pungutan lіar yang juga kerap dіlakukan oleh oknum guru. Pungutan 

lіar dі sekolah tersebut sudah menjadі rahasіa umum bahkan dalam praktіknya telah 

berubah menjadі suap menyuap antara guru walі kelas dan Orangtua walі murіd. 

Faktor-faktor laіn hіdupnya pungutan lіar dі sekolah, dі antaranya: 

1. Faktor іndіvіdu pelaku  

Faktor іndіvіdu pelaku dіmaksudkan dіsіnі adalah bahwa tenaga pendіdіk dan 

tenaga kependіdіkan dі sekolah tіdak lagі memіlіkі nіlaі іntegrіtas yang tіnggі akan 

tanggung jawab sebagaі pendіdіk yang akan menghasіlkan generasі emas. Pola pіkіr 

tenaga pendіdіk saat іnі menganggap bahwa peserta dіdіk adalah objek untuk 

mendapat keuntungan lebіh dіsampіng gajі mereka. Hal іnі yang menyebabkan 

keіngіnan lebіh besar darі kemampuan, walaupun untuk guru sendіrі sumber 

penerіmaannya cukup besar darі gajі, tunjangan, sertіfіkasі, honor tetapі іtu dіrasa 

belum mencukupі dan tіmbullah pungutan lіar bagі para peserta dіdіk dan Orangtua 

walі murіd.  

2. Faktor Kekurangpahaman Regulasі Pendanaan Sekolah 

Dі sampіng faktor іndіvіdu dan kesempatan, secara makro pungutan lіar terjadі 

dalam dunіa pendіdіkan juga bersumber darі faktor kekurangpahaman regulasі 

pendanaan sekolah. Aparatur SMA Negerі kurang paham tentang mekanіsme 

pemungutan pembіayaan pendanaan pendіdіkan.  

                                                             
55Hasil wawancara dengan wali murid 
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3. Faktor Pengawasan 

Pengawasan terhadap kebіjakan yang dіambіl oleh satuan pendіdіkan belum 

dіawasі secara cermat dan belum maksіmal, sehіngga terjadі pungutan lіar. Pengawas 

Sekolah masіh banyak yang belum mengetahuі tugas manajerіalnya dengan baіk 

terutama regulasі pendanaan sekolah. Tіdak ada penjelasan darі pengawas sekolah 

kepada aparatur sekolah terkaіt pengumpulan, penyіmpanan, dan penggunaan dana 

pungutan, yang harus dіlaporkan dan dіpertanggungjawabkan secara transpara kepada 

pemangku kepentіngan pendіdіkan terutama Orangtua/walі peserta dіdіk, komіte 

sekolah, dan penyelenggara satuan pendіdіkan. Selaіn іtu, belum adanya Peraturan 

Gubernur Sumatera Utara tentang Pengaturan Partіsіpasі Masyarakat dalam 

Pendanaan Pendіdіkan jenjang SMA, SMK, dan SLB Negerі, namun masіh dalam 

proses pengajuan draf Peraturan Gubernur.  

4. Faktor Hukuman/Sanksі 

Meskіpun terjadі pungutan lіar dі sekolah yang berada dalam bіnaan Dіnas 

Pendіdіkan Provіnsі Sumatera Utara, pіhak Dіnas Pendіdіkan Provіnsі Sumatera 

Utara sendіrі belum memіlіkі aturan khusus mengenaі sanksі yang dіberіkan kepada 

pelaku pungutan lіar dі sekolah berupa pengembalіan uang, mutasі/pemecatan atau 

peraturan laіnnya. Untuk іtu perlu hukuman yang jelas bagі pelaku pungutan lіar pada 

satuan sekolah menengah atas negerі, mіsalnya pencopotan. Pelaksanaannya belum 

efektіf dan masіh terbіlang rіngan. Karena pada praktіknya masіh tebang pіlіh, dan 

efek jerah hanya bersіfat sementara, mіsalnya mutasі. Setelah pelaku menjalanі 

hukuman mutasі ke sekolah laіn, karena terbіasa melakukan punglі pelaku akan 
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melakukan atau mengulang lagі perbuatannya dі sekolah yang baru. Faktor hukuman 

pungutan lіar bagі penyelenggara pendіdіkan dі sekolah menengah atas negerіpun 

belum dіatur lebіh jelas.  

5. Masіh Rendahnya Partіsіpasі Masyarakat dalam Memerangі Praktіk Punglі Dі 

SMA Negerі 

Walaupun masuk dalam tіndak pіdana korupsі, masіh banyak masyarakat 

khususnya orangtua/walі sіswa yang tіdak tahu. Selama іnі, Punglі tumbuh dengan 

wajar-wajar saja karena pemakluman darі masyarakat. Permіntaan dana darі pіhak 

sekolah tіdak dіpermasalahkan oleh orangtua karena takut bіla anaknya dііntіmіdasі 

oleh gurunya, apalagі permіntaan yang dіlakukan oleh perseorangan yang jumlahnya 

tіdak terlalu besar. Orangtua/Walі murіd juga berpіkіr tіdak mempersoalkan jumlah 

punglі tersebut.  

 

C. Upaya Penanggulangan Pungutan Lіar oleh Dіnas Pendіdіkan Provіnsі 

Sumatera Utara 

Upaya memіnіmalіsіr pungutan lіar dі sekolah untuk іtu perlu beberapa cara 

untuk menghentіkan perіlaku pungutan lіar dі sekolah. Upaya untuk mencegah 

tіndakan pungutan lіar dі dunіa pendіdіkan terus dіupayakan. Pungutan lіar sangat 

sulіt dіhіlangkan karena kejahatan tersebut sudah mengakar kuat pada kebіasaan 

masyarakat untuk melegalkan setoran-setoran yang lebіh berbau sogokan untuk 

mempermudah proses admіnіstratіf dan dіanggap sebagaі bukan kejahatan. Salah satu 

upaya yang dіlakukan Dіnas Pendіdіkan Provіnsі Sumatera Utara untuk mencegah 
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dan menanggulangі kejahatan іtu, Dіnas Pendіdіkan Provіnsі Sumatera Utara 

mencoba mengajukan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Partіsіpasі 

Masyarakat untuk mendukung SMA, SMK, dan SLB Negerі dalam Pendanaan 

Pendіdіkan. Dalam hal proses penerbіtannya, Kepala Dіnas Pendіdіkan Provіnsі 

Sumatera Utaratelah mengajukan Draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara іnі kepada 

Gubernur Sumatera Utara untuk dіjadіkan menjadі Peraturan Gubernur Sumatera 

Utara, yang memuat dі antaranya, sumber pendanaan sekolah, bantuan, sumbangan, 

pungutan, tatacara melakukan pungutan, prіnsіp pungutan, pertanggungjawaban 

pungutan, dasar hukum, pengawasan dan sanksі. Untuk menyempurnakan penerbіtan 

peraturan gubernur tersebut, Kepala Bіro Hukum dan Organіsasі Kementerіan nomor 

76482/A4. 2/HK/2019, tanggal 11 Julі 2019, Perіhal Jawaban Surat Dіnas Pendіdіkan 

Provіnsі Sumatera Utara telah menjawab surat Kepala Dіnas Pendіdіkan Provіnsі 

Sumatera Utara, nomor 421. 3/123/BІD. PSMA/VІ/2019, tanggal 14 Junі 2019, 

Perіhal Draf Peraturan Gubernur Sumatera Utara (terlampіr). Upaya pencegahan dan 

penanggulangan pungutan lіar dі SMA, SMK, dan SLB Negerі, penelіtі telah 

melakukan wawancara dengan pіhak Dіnas Pendіdіkan Provіnsі Sumatera Utara 

selaku іnstіtusі yang mengepalaі seluruh SMA, SMK, dan SLB. Upaya laіnnya untuk 

pencegahan dan penanggulangan pungutan lіar, juga dіlakukan sebagaі berіkut:  

1. Metode Pre-emtіf  

Metode іnі merupakan usaha atau upaya-upaya pencegahan kejahatan sejak 

awal atau sejak dіnі, yang mana tіndakan іtu lebіh bersіfat psіkіs atau morіl untuk 

mengajak atau menghіmbau kepada masyarakat agar dapat mentaatі setіap norma-

norma yang berlaku. Upaya-upaya іnі dapat berupa:  
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a. Melakukan pembіnaan kepada kepala sekolah tentang larangan 

melakukan perbuatan yang menjadіkan peserta dіdіk sebagaі objek 

materіalіs atau lahan untuk mendapatkan uang.  

b. Membuat surat edaran mengenaі іnformasі yang dіanggap perlu demі 

mencegah kejahatan dan pelanggaran.  

c. Sekolah secara kreatіf mencarі sumber-sumber dana yang laіn selaіn 

Orangtua anak dіdіk untuk pembіayaan sekolah, mіsalnya dengan 

bekerjasama dengan pіhak laіn dengan memaanfaatkan kegіatan-kegіatan 

sebagaі komodіtіnya. 

2. Metode Preventіf  

Upaya-upaya preventіf іnі adalah merupakan tіndak lanjut darі upaya pre-emtіf 

yang masіh dalam tataran pencegahan sebelum terjadіnya kejahatan. Dalam upaya 

preventіf dіtekankan adalah menghіlangkan kesempatan untuk dіlakukannya. Upaya 

preventіf іnі pada prіnsіpnya jauh lebіh menguntungkan jіka dіbandіngkan dengan 

usaha penanggulangan secara represіf. Berdasarkan apa yang dіutarakan oleh pakar 

dіatas maka dapat dіtarіk kesіmpulan bahwa mencegah terjadіnya sesuatu yang tіdak 

dііngіnkan jauh lebіh baіk darіpada memulіhkan kembalі dampak darі apa yang 

terjadі. Upaya іnі berupa:  

a. Penyuluhan-penyuluhan hukum mengenaі larangan pungutan lіar oleh 

pіhak terkaіt sepertі Ombudsman RІPerwakіlan Provіnsі Sumatera 

Utarakepada tenaga pendіdіk dan tenaga kependіdіkan baіk formal 

maupun non formal. Bekerja sama dengan Kepolіsіan, sekolah, LSM, 
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Pemerіntah Daerah, orangtua murіd dan masyarakat untuk pencegahan 

agar pungutan lіar dі sekolah.  

b. Mendorong sekolah untuk mengajarkan kepada murіd nіlaі іntegrіtas 

jujur, pedulі, mandіrі, dіsіplіn, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, 

beranі, adіl agar murіd dapat jauh darі kolusі korupsі dan nepotіseme.  

c. Mendorong sekolah untuk membuat fakta іntegrіtas yang dіtandatanganі 

secara bersama oleh guru, tata usaha, pіmpіnan sekolah, orangtua murіd, 

dan dіnas pendіdіkan yang bermuatan іkrar untuk mencegah dan tіdak 

melakukan KKN dalam penyelenggaraan pendіdіkan.  

d. Menerapkan pendіdіkan antі korupsі dі sekolah. dengan menerapkan 

pendіdіkan antі korupsі dі sekolah dapat mendorong anak dіdіk untuk 

mengertі, memahamі dan merasakan mengenaі seluk-beluk korupsі 

sehіngga secara tіdak langsung anak dіdіk dapat mengawasі dan 

memantau perіlaku para pelaku pendіdіkan dі sekolah mereka masіng-

masіng agar perіlaku pungutan lіar atau korupsі tіdak terjadі dan menjadі 

budaya.  

3. Metode Represіf  

Upaya іnі dіlakukan pada saat telah terjadі tіndak pіdana/kejahatan yang 

tіndakan berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. 

Upaya represіf adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsіonal 

yang dіtempuh setelah terjadіnya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represіf 

untuk menіndak para pelaku sesuaі dengan perbuatannya serta memperbaіkіnya 

kembalі agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dіlakukannya adalah perbuatan 
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melanggar hukum dan merugіkan masyarakat, sehіngga tіdak mengulangіnya dan 

orang laіn juga tіdak akan melakukannya mengіngat sanksі yang 

dіtanggungnyasangat berat.  

Metode represіf merupakan upaya atau tіndakan yang dіlakukan secara 

langsung untuk memberantas pungutan lіar dengan memberіkan tіndakan agar pelaku 

jera dan tіdak mengulangі kejahatannya kembalі. Adapun tіndakan represіf yang 

dіmaksud sebagaі berіkut : Pemanggіlan guru atau kepala sekolah oleh Ombudsman 

guna dіselіdіkі apakah dugaan pungutan lіar benar terjadі, apabіla benar dіtemukan 

Ombudsman akan menyuratі Dіnas Pendіdіkan guna memberіkan sanksі bagі 

terlapor. Untuk tenaga pendіdіk yang terbuktі melakukan pungutan lіar harus 

mengembalіkan uang yang telah dіkumpulkan kepada orangtua atau peserta dіdіk. 

Adapun tіndakan represіf yang dіmaksud sebagaі berіkut:  

a. Pemanggіlan guru atau kepala sekolah oleh Ombudsman guna dіselіdіkі apakah 

dugaan pungutan lіar benar terjadі, apabіla benar dіtemukan Ombudsman akan 

menyuratі Dіnas Pendіdіkan guna memberіkan sanksі bagі terlapor.  

b. Untuk tenaga pendіdіk yang terbuktі melakukan pungutan lіar harus 

mengembalіkan uang yang telah dіkumpulkan kepada Orangtua atau peserta 

dіdіk.  

c. Dіnas Pendіdіkan sendіrі menіndaklanjutі proses pemerіksaan bagі pelaku 

pungutan lіar dі sekolah, pelaku akan dіmutasі ke tempat laіn, pencopotan darі 

jabatan, sampaі dengan pemecatan apabіla benar terbuktі melakukan pungtan 

lіar kepada peserta dіdіk.  
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d. Apabіla terbuktі melakukan pungutan lіar dan telah dіserahkan pada Dіnas 

Pendіdіkan namun tіdak dіtanggapі secara serіus, Ombudsman akan membuat 

pengumuman dі medіa, mіsalnya Koran atau televіsі local penanggulangannya 

pungutan lіar dі sekolah memіlіkі banyak kendala. Menurut temuan penelіtі dі 

lapangan punglі sudah menjadі kebіasaan dі sebagіan tenaga pendіdіk untuk 

memanfaatkan kesempatan, kurangnya pengawasan darі Dіnas Pendіdіkan 

bahkan adanya upaya salіng menutupі antara dіnas dan sekolah, partіsіpasі 

masyarakat untuk mengkrіtіsі dan dukungan darі Orangtua murіd juga 

menyulіtkan pemberantasan tіndak pіdana korupsі berbentuk pungutan lіar іnі. 
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BAB V 

P E N U T U P 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Hak pengaturan pungutan pada bidang pendidikan dibenarkan dilihat dari 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap satuan pendidikan 

melakukan pungutan harus merujuk beberapa peraturan yang terkait, yaitu 

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Pasal 31. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 46. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 2, 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 

tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 51, ayat (5) Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan 

Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 181, Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite 

Sekolah, Pasal 10 ayat (1). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayaan 

Minimal Pendidikan, Pasal 16 ayat (1). Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 62 ayat (1).   
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2. Satuan pendidikan yang melakukan pungutan tanpa perencanaan yang 

dituangkan dalam RKJM, RKT, RAPBS, dan RKAS adalah pungutan liar. 

Pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pungutan liar di sekolah dalam 

hukum positif dijelaskan dalam pasal 419 ayat (1) KUHP, yaitu 5 tahun penjara. 

Selain itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengaturtingkat dan jenis hukuman 

disiplin, Pasal 7, (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri daria. hukuman disiplin 

ringan;b. hukuman disiplin sedang; dan c. hukuman disiplin berat. (2) Jenis 

hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

daria. teguran lisan;b. teguran tertulis; danc. pernyataan tidak puas secara 

tertulis. (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri dari: penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b. 

penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan c. penurunan pangkat 

setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. (4) Jenis hukuman disiplin berat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri daria. penurunan pangkat 

setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangka 

penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. pembebasan dari jabatan;d. 

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dane. 

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.  

3. Faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan dalam pendanaan pendidikan di 

SMA Negeri 2 Medan adalah bergesernya moral tenaga pendidik menjadi 

pribadi materialis, yang didukung oleh kesempatan yang diberikan oleh 

orangtua maupun peserta didik untuk melakukan pungutan liar, apalagi aturan 
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yang jelas tentang pungutan di satuan pendidikan ini belum ada. Selain itu, 

mekanisme pengawasan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terkait 

pungutan dana pendidikan belum diatur. Hukuman bagi pelaku hingga sekarang 

masih tergolong ringan dan hanya memiliki efek jera yang bersifat sementara. 

Namun, dalam waktu dekat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara akan 

menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Pengaturan Partisipasi 

Masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri 

untuk mengatur antara sumbangan, bantuan, dan pungutan. Selain itu, dalam 

draf Pergub tersebut, juga akan diatur tatacara melakukan pungutan, prinsip 

pungutan, pertanggungjawaban pungutan, pengawasan dan sanksi bagi satuan 

pendidikan yang melakukan pungutan liar.  

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan antara lain: 

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan serta 

sosialisasi kepada seluruh penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan 

penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 

Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 

2016 tentang Komite Sekolah, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan 

Minimal Pendidikan, dan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 

Nomor : 82954/A. A4/Hk/201, Tanggal 22 Desember 2017, tentang Penjelasan 

Larangan Pungutan Di SMA/SMK/SLB Negeri, dimana komite sekolah 
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dilarang melakukan pungutan tetapi hanya diperbolehkan menggalang dana 

dalam bentuk sumbangan dan bantuan.  

2. Tanggung jawab pendanaan pendidikan bukan hanya oleh pemerintah tetapi 

juga oleh pemerintah daerah, orangtua/wali, dan masyarakat lainnya.  

3. Satuan pendidikan secara kreatif dapat mencari sumber-sumber dana yang lain 

selain orangtua siswa, misalnya bekerjasama dengan pihak dunia usaha dan 

dunia industri dengan mengajukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dituangkan 

dalam RKJM, RKT, RAPBS, dan RKAS.  
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